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Rapat Paripurna DPRD Sumbar

Fem$rou $ampail(an liga
llstn Pengantar Ranperda

PEMERINTAH Provin-
si Sumatera Barat (Sum-
bar). menvampaikan nota
pengantar tiga rancangan
peraturan daerah (Ran-
perda) kepada DPRD Sum-
bar melalui sidang pirri-
purna,Rabu(2/6).

Melanjutkan proses
tersebut, DPRD melalui
fraksi-fraksi akan mela-
kukan pendalar.an untuk
melahirkan produk htrkum
daerah (perda) yang mam-
pu mengakomodir kebu-
tuhan pembangunan ber-
kelanjutan-

Ketua DPRD Sumbar
Supardi yang meniirnpin
paripurna mengatakan,
ada tiga nota ranperda
yang diantarkirnL peme-
rintah provinsi untuk diba-
has bersama yaitu Ranper-
da tentang Pertanggung-
jawaban APBD(PPA) Pro-
vinsi Sumatera Barat Ta-
hun 2020, Ranperdi Ten-
tang RPJMD Provinsi Su-
matera Barat Tah-un 2021-
2026, seianjutnya ada Ran-
perda tentang Pengelolaan
Perpustakaan.

Dilanjutkaqnya, sebe-
lum dibahas bersaria,
penting bagi DPRD untuk
rnemberikan sejumlah ma-
sukan strategis untuk di-
ketahui bersama.

Pertama dalam Ran-
pc'rda PPA, untuk ketahui
BPK Perrvakilan Provinsi
Sumatera Barat, pada tang-
gal 7 Mei 2021 telah me-
nyampaikan kepada DPRD
LHP atas LKPD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2b-
20, dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian " W-
TP".
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RAPAT PARIPURNA-KeIua DPRD Sumbar Sqpardi memirqpin rapat paripurna penyampaikan nota
pengantar tiga rancangan peraturan daerah. '

Meskipun opini yang
diberikan WTP, namun
masih banyak permasa-
lahan dan ke{emahan
yang terjadi dalam penge-
lolaan keuangan daerah,
dengan nilai 1,ang cukup
siginifikan.

Diantaranya penga-
daan barang untuk pena-
nganan covid-19 dan pe-
netapan baranS; rnilik da-
erah yanS; tidak sesuai
dengan ketentuan.

" Hal tersebut, harus
menjadi perhatian ber-
sama dan menjadi acuan
dalam pengelolaan ke-
uang.ln daerah," kata-
nya-

Selanjutnl'a dari aspek
pendapatan, realisasi pen-
dapatan secara keselu-

ruhan pada tahun 2020
adalah sebesar Rp 6,36
triliun atah 99,10 persen
dari target yang diren-
canakan yaitu se'besar Rp
6,42 tr:iliun.

Dan dari pengelolaan
pembiayaan clari, rcalisasi
pada tahu;r 2020 adalah
sebesar Rp 305 miliar dari
rencana pembiayaan se-
besar Rp 308 miliar.

Dari pengelolaan pefi-
dapatan dan belanja da-
erah tersebu t, naka ter-
dapat Sisa l,ebih Peng-
gunaan Anggaran (SILPA)
sebesar Rp 260 miiiar. A-
pabila dibandingkan de-
ngan defisit pada APBD
tahun 202'1 yang ditritup
dari SILPA Tahun 2020,
adalah sebesar Rp.

220 miliar dengan de-
mikian masih terdapat
anggaran yang bisa di-
gunakan pada Perubahan
APBD 2021 sebesar Rp 40
miliar.

Selanjutnya Ranperda
Tentang RPJMD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 20-
21,-2026. I'ada penetapan
rancangan awal RPJMD
dan rnusrenbang RPJMD,
DPRD Provinsi Sumatera
Barat rnemberikan bebe-
rapa catatan yang perlu di
dalami kembali oleh pe-
merintalr daerah dalam
penyusunan ranperdanyd,
diantaranya Perbedaan
periodesasi masa jabatan
kepala daerah dan wakil
dengan periodesasi RP-
JN{D

Melihai pada masa ja-
batan Gubemur cle-*{gkil
Gubernur Sumbar tahun
2027 -2025, ef ektiv hanya
tiga tahun dm pelaksmaan
program unggulan baru
bisa diakomodir pada AP-
BD tahun 2022. Oleh sebab
iiu, perlu strategi yarig
tepat, agar program ung-
gulan Gubemur dan Wakil
Cubernur dapat disele.-
saikan selama masa jaba-
tannVa.

Sc'lanjutnya Ranperda
tentang Pengelolaan Pt'r-
pustakaan. Ranpcrda ini
merupakan rcncana pem-
bentukan perda yang telah
ditetapkan dalam I'ropem-
percla Tahuh 2021.

Tujuan dari pemben-
tukan Ranperda ini adalah
untuk memberdayakan
dan meningkatkan fungsi
perpustakaan dalam pe-
rryelenggaraan pemerinta-
han dan pembangunan da-
erah.

Sementara itu Guber-
nur Sumbar Mahyeldi An-
sarullah pada paripuma itu
mengatakdn, orientasi pe-
n1'elenggaraan pemerin-
tatran daerah mesti ber-
dampak kepada pelaksa-
naan pembangunan yang
berkelanjutan.

Banyak hal yang hams
diperhatikan, diantaranya
pertumbuhan ekonomi in-
dustri, masih terhambat-
nya pelaksanaan pemba-
ngunan yang disebabkan
pembebasan lahan, harus
adanya optimalisasi pe-
nlerataan pendidikan yang
berrimbas pada turunya
angka kemiskinan dan pe-
ngangguran. (hsb)


